BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Anak adalah manusia, yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum adalah
setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, di mana memiliki hak dan kewajiban.
Anak juga termasuk ke dalam pengertian penduduk dan mempunyai Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Namun, pengaturan pencatatan anak yang orang tuanya bercerai
dalam Kartu Keluarga masih belum ada sehingga masih lumrah bagi anak untuk
dicatatkan dalam lebih dari satu Kartu Keluarga. Karena adanya kekosongan hukum
maka penulis menyimpulkan bahwa seharusnya hukum Indonesia mengatur hal
tersebut secara jelas karena tidak jarangnya kasus sedemikian rupa yang menimbulkan
masalah-masalah yang bercabang. Misalnya masalah mengenai sensus penduduk yang
tidak akurat, permasalahan pada saat akan mendaftar sekolah, permasalahan pada saat
akan membuat paspor, permasalahan pada saat akan membuat Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (E-KTP), dan masih banyak lagi. Perlunya pengaturan mengenai hal ini,
baik melarang secara tegas untuk mendaftarkan atau mencantumkan anak ke dalam
lebih dari satu Kartu Keluarga maupun mengecualikan bagi anak usia tertentu
mengingat salah satu alasan orang tua mencatatkan ke dalam kedua Kartu Keluarganya
masing-masing adalah pendidikan dan asuransi menjadi urgensi penulis membuat

penulisan hukum dengan topik ini.

Kemudian, mengenai pertanggungjawaban hukum bagi anak yang tercantum
dalam dua Kartu Keluarga sesuai dengan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, negara dan pemerintah menjamin perlindungan,
pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang
tua, wali, maupun orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
Negara dan pemerintah juga mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh

75



karenanya, sudah tentu negara dan pemerintah perlu untuk bertanggungjawab atas anak
yang tercatat dalam lebih dari satu Kartu Keluarga akibat perceraian orang tuanya.
Pasal mengenai sanksi berada dalam lebih dari satu Kartu Keluarga pun penulis
simpulkan sangat tidak lengkap karena hanya mengatur barang siapa yang dengan
sengaja mendaftarkan dirinya di lebih dari satu Kartu Keluarga sehingga hal tersebut
menimbulkan  multitafsir.  Tentu yang menjadi masalah utama adalah
pertanggungjawaban hukum, apabila terjadi pencatatan di lebih dari satu Kartu
Keluarga maka Instansi Pelaksana yang mencatatkan seharusnya dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karenanya, hal tersebut akan menimbulkan masalah baik untuk anak-anak
tersebut secara khusus, maupun secara umum karena menimbulkan tidak validnya data
sensus penduduk dan tidak validnya suara saat pemilihan umum, yang tentunya tidak
hanya merugikan anak-anak tersebut saja. Tidak lupa bahwa negara berkewajiban
untuk melindungi anak dan bahwa peran negara dan orang tua menjadi sangat berarti
dalam perlindungan anak tersebut. Dalam Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus
dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, baik
negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kesalahan dalam
pencatatan anak ke dalam Kartu Keluarga harus bertanggungjawab secara hukum atas

kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

5.2 Saran
Perbaikan yang diperlukan adalah:

1. Dengan menyempurnakan atau menambahkan pasal mengenai aturan
pencatatan anak ketika orang tuanya bercerai agar menjadi tegas dan jelas.

2. Perbaikan kedua yang diperlukan adalah dengan menyempurnakan atau
menambahkan pasal sanksi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat

melindungi anak dari sanksi hukum tersebut secara optimal sekaligus mencegah
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kerugian pemerintah dan negara akibat tidak validnya data sensus penduduk
maupun suara pemilihan umum. Berdasarkan kesimpulan yang dicapai, penulis
melihat adanya ruang untuk perbaikan dan penambahan pasal perundang-
undangan di Indonesia mengenai pencatatan kependudukan anak ketika orang
tuanya bercerai. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar pasal tersebut
diubah karena jika rumusannya tidak jelas maka implementasinya menjadi
tidak optimal sehingga timbul kekosongan hukum. Pertanggungjawaban
hukum untuk anak dapat diberikan salah satunya dengan cara menyempurnakan
isi Pasal 97 tersebut. Oleh karena itu, Penulis mengusulkan perubahan isi pasal
menjadi;

“(1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala
keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1) ) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama
2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua puluh lima
juta rupiah).

(2) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan orang lain sebagai
kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua
puluh lima juta rupiah).”

. Perbaikan yang ketiga adalah penulis sangat menyarankan agar dilakukannya
penyuluhan, baik terhadap masyarakat mengenai akibat-akibat perceraian dan
pencatatan anak ketika pasangan tersebut bercerai maupun agar pegawai
Instansi Pelaksana menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat yang
menambahkan anggota baru ke Kartu Keluarganya, terutama jika perubahan

tersebut dilakukan setelah bercerai.
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Akan lebih baik lagi jika penambahan dan perbaikan pasal-pasal di atas dapat
merangkum isi dari seluruh pencatatan kependudukan anak sehingga tidak akan sulit
pada praktiknya dan juga memudahkan bagi mereka, baik orang tua yang bercerai
maupun anak yang orang tuanya bercerai untuk mengetahui akibat-akibat perceraian
terhadap pencatatan kependudukan. Juga diharapkan agar menggunakan bahasa yang
jelas dan tidak menimbulkan multitafsir seperti pasal sebelumnya, sehingga
keefektivitasan dari penambahan dan perbaikan pasal-pasal tersebut dapat terjamin.
Peraturan tersebut penulis rasa dibutuhkan dengan segera agar masalah ini tidak
berkepanjangan dan dapat segera diselesaikan, sehingga baik anak, orang tua, maupun
negara dan pemerintah tidak mengalami kerugian.
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